BRIDA Bombana Studi Banding
Kelitbangan di Bappelitbangda
Sulsel

Makassar , sultranet.com - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten
Bombana melakukan kunjungan studi banding ke Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi
Sulawesi Selatan, Rabu (20/11/2024).

Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Dr. Andy,
M.Si, bersama Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ristati Rahayu, AP,
M.Si, di Ruang Rapat Bosowasipilu, lantai 1.

Dr. Andy, M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penghargaan atau
reward untuk memotivasi OPD agar aktif berinovasi. Menurutnya, pemberian
penghargaan akan menjadi insentif yang efektif untuk mendorong semangat
inovasi di tingkat pemerintah daerah.

“Selain memotivasi, kegiatan inovasi ini juga menjadi ajang berbagi solusi kreatif
yang bisa direplikasi. Ada banyak inovasi di Sulsel yang dapat diadopsi Kabupaten
Bombana, dan sebaliknya. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya kedua daerah
dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Dr.
Andy.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Sulsel, Ristati
Rahayu, AP, M.Si, memaparkan alur dan mekanisme teknis pelaksanaan Lomba
Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Sulsel pada 2023. Ia menekankan
pentingnya memperhatikan kriteria penilaian lomba agar sesuai dengan standar
penginputan Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan secara nasional.

“Kriteria penilaian harus disusun secara detail dan terukur agar hasil inovasi
yang terjaring dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan daerah.
Kami juga menekankan aspek keberlanjutan dalam setiap inovasi yang diajukan,”
jelas Ristati.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama
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antara BRIDA Kabupaten Bombana dan Bappelitbangda Sulsel. Kedua pihak
sepakat untuk terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam upaya
pengembangan riset dan inovasi di masing-masing wilayah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting, terutama dalam era yang menuntut inovasi
sebagai solusi untuk tantangan pembangunan. Kami siap berbagi pengalaman dan
mendukung upaya Bombana dalam meningkatkan kapabilitas kelitbangan,” ujar
Ristati Rahayu.

Kepala BRIDA Bombana, Sumarni mengungkapkan, kunjungan tersebut bertujuan
untuk mempelajari teknis dan alur pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah
diterapkan di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menggali informasi mengenai tata cara dan langkah-langkah
strategis yang diterapkan Bappelitbangda Sulsel dalam menyelenggarakan Lomba
Inovasi Daerah. Harapannya, kami dapat mereplikasi model ini di Bombana untuk
menjaring lebih banyak inovasi dan meningkatkan motivasi berinovasi di
lingkungan pemerintahan,” ujar Sumarni.
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Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, BRIDA Bombana berencana
menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah pada tahun 2025. Lomba tersebut akan
mencakup kategori untuk OPD dan masyarakat umum, dengan tujuan menjaring
inovasi-inovasi potensial sekaligus mendorong budaya inovasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Kami berharap lomba ini dapat menjadi platform bagi masyarakat dan OPD
untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam mencari solusi inovatif yang
relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu
meningkatkan peringkat Indeks Inovasi Daerah Bombana di tingkat nasional,”
jelas Sumarni.

Selain membahas teknis pelaksanaan lomba, kunjungan ini juga menjadi forum
diskusi untuk saling bertukar informasi terkait program kelitbangan yang telah
berjalan di kedua daerah. Kabupaten Bombana berharap dapat mereplikasi
beberapa program unggulan Sulsel yang dinilai relevan dan memberikan dampak
positif.

Dengan kunjungan ini, BRIDA Bombana optimis dapat mengadopsi pengalaman
dan praktik terbaik dari Sulawesi Selatan untuk memperkuat pelaksanaan
program inovasi di Bombana. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi
masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi yang
adaptif dan berkelanjutan, demi mendukung pembangunan daerah yang lebih
maju dan inklusif. (adv)

Pj Gubernur Sultra Resmikan
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Mess Pemda di Makassar,
Wujudkan Pelayanan Prima dan
Transparansi Pengelolaan Aset
Daerah

MAKASSAR, sultranet.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara
(Sultra), Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.,
meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berlokasi di Kota
Makassar, Rabu (20/11/2024).

Gedung enam lantai yang memiliki 32 kamar ini diharapkan menjadi fasilitas
strategis untuk mendukung pelayanan dan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN).

Peresmian diawali dengan laporan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra,
Martin Efendi Patulak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan mess dimulai pada
2019 di masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, dengan total anggaran Rp36,46
miliar. Proyek ini melalui enam tahap pembangunan hingga selesai pada 2024.

“Gedung ini menjadi aset penting yang telah melalui review Inspektorat dan siap
dioperasionalkan untuk mendukung tugas pemerintah,” katanya.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa
pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat, mendukung kinerja ASN, dan mendongkrak Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

“Mess Pemda Sultra bukan hanya tempat tinggal sementara bagi ASN, tetapi juga
simbol pelayanan pemerintah. Aset ini harus dikelola secara transparan dan
akuntabel untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,”
tegasnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan mess harus memedomani Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Mulai dari perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, hingga pengawasan, semua
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harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada lagi temuan berulang dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Dalam arahannya, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga mess dari
praktik yang tidak bermoral.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal negatif seperti korupsi, perjudian,
prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya. Ini adalah uang rakyat, jadi pastikan
fasilitas ini dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Andap berharap mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN yang
bertugas di luar daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Mess ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Jadikan fasilitas
ini sebagai tempat tinggal yang nyaman sekaligus pusat promosi daerah,”
imbuhnya.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Sultra dan
pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia menyebut, mess ini dapat menjadi
simbol kolaborasi antarwilayah yang memberikan manfaat strategis bagi kedua
provinsi.

Setelah menyampaikan sambutan, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess
Pemda Sultra dengan menekan hand sign pada layar dan memotong pita.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November
2024, Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” ungkapnya dengan
khidmat.

Dalam kesempatan itu, Andap juga meninjau langsung fasilitas mess, mulai dari
kamar tamu hingga ruang rapat dan ruang kerja atau working space. la
memastikan semua fasilitas telah siap mendukung tugas ASN.

“Kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN
yang bertugas di Makassar. Selain itu, mess ini juga dapat menjadi sumber
pendapatan daerah untuk pembangunan di Sultra,” katanya kepada awak media.

Peresmian ini turut dihadiri Sekda Sultra, Plh. Asisten I Setda Sulsel, Sekda Kota
Makassar, dan pejabat tinggi lainnya. Dalam penutupnya, Andap kembali
mengingatkan semua pihak untuk merawat fasilitas ini dengan baik.



“Jangan biarkan aset sebesar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Mari kita
manfaatkan untuk mendukung tugas pemerintahan sekaligus menjadi
kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Dengan pengelolaan yang baik, Mess Pemda Sultra di Makassar diharapkan
menjadi model pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya
guna bagi masyarakat. (Adv)

Pemprov Sultra Perkuat
Akuntabilitas Tata Kelola
Pemerintahan Lewat Analisis
Standar Belanja 2025

KENDARI, sultranet.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara
(Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen
Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi
kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dalam mendukung
akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat
Koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa
(19/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan bahwa penerapan Analisis Standar
Belanja merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan berbasis
perencanaan dan penganggaran. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat
beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan ASB lebih optimal. Ia
mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki dan menyesuaikan
implementasi ASB demi tercapainya pengelolaan anggaran yang efisien.

Asrun menjelaskan bahwa penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan regulasi
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus utama. Selain itu,
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penyusunan ASB untuk kegiatan non-fisik juga harus menjadi perhatian agar
perencanaan dan penganggaran lebih lengkap. Ia optimistis semua kendala dapat
diatasi melalui kerja sama tim penyusun ASB, bahkan bila diperlukan, melibatkan
universitas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Rapat ini, menurut Asrun, sangat penting dalam memastikan setiap belanja
daerah dilakukan secara efisien dan sesuai amanat peraturan. la merujuk pada
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun
2020 yang menegaskan pentingnya ASB, standar harga satuan, dan standar
teknis sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini, lanjutnya,
tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan manfaat
maksimal bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Asrun memberikan apresiasi atas kehadiran pimpinan OPD
yang tetap berkomitmen menghadiri rapat meskipun di tengah kesibukan akhir
tahun. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan penting dari para
peserta untuk menyempurnakan dokumen ASB yang akan digunakan dalam
penyusunan anggaran tahun 2025. Dengan masukan konstruktif dari berbagai
pihak, Sekda optimistis dokumen ASB dapat menciptakan keselarasan dalam
perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD.

Di akhir sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman
bersama agar semua pihak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia berharap
hasil dari rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan solusi atas kendala yang
ada tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan
di Sultra.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov
Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan
semangat kerja sama yang tinggi, Pemprov Sultra optimistis mampu memperkuat
akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
berdampak positif bagi masyarakat. (adv)




Pemprov Sultra Dorong
Pengelolaan Mangrove
Berkelanjutan

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19
November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili
Gubernur Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyoroti pentingnya hutan mangrove sebagai
ekosistem vital dengan manfaat ekonomi dan ekologi. Mangrove berfungsi
sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup sekaligus melindungi kawasan
pesisir dari abrasi. Namun, ancaman dari pembangunan, konversi lahan, dan
aktivitas manusia terus memperburuk kondisi ekosistem tersebut.

“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar,
baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus
menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah membentuk Kelompok Kerja
Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun
2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan pengelolaan mangrove lintas
sektor agar lebih terintegrasi.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, ekosistem mangrove dapat dipulihkan
secara optimal sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Asrun Lio.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun virtual, di
antaranya Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian
Kehutanan RI, TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, perguruan
tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Tokoh penting lainnya
yang hadir termasuk Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan
Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Dekan Fakultas Perikanan dan
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Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.

Ketua panitia sekaligus Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, La Ode Yulardhi, menjelaskan tujuan
utama workshop ini.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat
Desa (BKMD), meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta
mengembangkan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove yang
berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelatihan dan edukasi yang diberikan mencakup pembibitan,
pengelolaan hasil mangrove, hingga pengembangan usaha berbasis mangrove
untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Sultra memiliki luas hutan
mangrove mencapai 93.564,98 hektare. Dari jumlah tersebut, 64.995,53 hektare
merupakan mangrove eksisting, sedangkan 28.609,45 hektare merupakan potensi
habitat mangrove. Asrun Lio menegaskan bahwa mangrove memiliki peran
penting dalam mendukung ekonomi, ekologi, dan keamanan wilayah pesisir.

Workshop ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen semua
pihak dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. (adv)

Pj. Gubernur Sultra Pimpin
Upacara HKN Kke-60, Ajak
Masyarakat Jaga Kesehatan
Menuju Indonesia Emas 2045

Kendari, sultranet.com - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tahun
2024 dengan tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” digelar pada Senin
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(18/11/2024) di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Upacara
yang dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap
Budhi Revianto, S.I.K., M.H., ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk
Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda, Kapolda Sultra, Danrem, Kajati, Ketua
Pengadilan Tinggi, serta kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Sultra dan
para pimpinan lembaga kesehatan.

Upacara ini juga dihadiri oleh Komandan TNI se-Sultra, Danlanud, Danlanal, serta
pimpinan perguruan tinggi di Sultra, di antaranya Rektor Universitas Mandala
Waluya, Ketua STIKES Pelita Ibu, Ketua STIKES Budi Mulia Kendari, dan
Direktur Poltekkes. Tak ketinggalan, Ketua organisasi profesi kesehatan dan
berbagai pimpinan rumah sakit pemerintah maupun swasta turut memeriahkan
acara ini.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto mengapresiasi seluruh
pihak yang telah berperan aktif dalam menjaga kesehatan masyarakat Sultra.
“Saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60. Mari kita
terus berkolaborasi untuk menjaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat,
kita bisa membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik, menuju generasi emas
2045,” kata Andap.

Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya kesehatan sebagai dasar bagi
pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh. “Sering saya
katakan, kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan, segalanya menjadi
tidak berarti,” tambahnya.

Upacara tersebut turut dibacakan sambutan resmi Menteri Kesehatan RI, yang
menyoroti keberhasilan Indonesia keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 dan
masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. “Ini adalah
bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Meski demikian, kita harus tetap
bekerja keras untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ungkap Menteri
Kesehatan dalam pesan tersebut.

Dengan melihat periode bonus demografi yang tengah dialami Indonesia,
pemerintah menargetkan capaian ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2045, seperti pendapatan per kapita setara negara
maju, pengurangan kemiskinan hingga 0%, dan pengurangan emisi karbon
menuju Net Zero Emissions. Tiga prioritas utama dalam transformasi kesehatan



juga telah ditetapkan, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus
Tuberkulosis (TB), dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil.

Upacara HKN ke-60 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi
antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem
kesehatan yang berkelanjutan. Di akhir acara, Pj. Gubernur Sultra mengajak
seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, mulai dari diri sendiri hingga
lingkungan sekitar.

“Mari kita bangun budaya sehat demi tercapainya Indonesia Emas 2045,”
tutupnya, mengakhiri rangkaian upacara yang penuh makna ini.

Pencegahan Korupsi di Desa,
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Pemprov Sultra Gelar Lokakarya
Desa Antikorupsi 2024

KENDARI, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Lokakarya
Perluasan Desa Antikorupsi Tahun 2024. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan
pemahaman kepala desa terkait pengelolaan keuangan ini berlangsung di
Kendari, Senin malam (18/11/2024).

Lokakarya tersebut dibuka oleh Penjabat Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr.
(H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah
(Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dengan menghadirkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) secara virtual.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyebutkan bahwa desa merupakan unit
pemerintahan terdepan yang memiliki kewenangan besar untuk mengelola
pembangunan berbasis masyarakat. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian pemerintah terhadap desa terus
meningkat, salah satunya melalui alokasi Dana Desa.

“Tahun 2024, alokasi Dana Desa mencapai Rp71 triliun, di mana Rp69 triliun
untuk APBDes induk, dan Rp2 triliun untuk desa berprestasi,” ungkapnya.

Namun, Asrun juga menggarisbhawahi berbagai tantangan yang dihadapi desa
dalam pengelolaan keuangan. Ia menyebut rendahnya tingkat pendidikan kepala
desa menjadi salah satu penyebab pengelolaan dana desa sering tidak efektif dan
rawan penyalahgunaan. Sekitar 40 persen kepala desa di Sultra diketahui hanya
berpendidikan setara SLTA.

“Banyak yang salah persepsi, menganggap Dana Desa adalah milik pribadi,
sehingga penggunaannya tidak sesuai regulasi,” tegas Asrun.

[a menambahkan, lokakarya ini menjadi langkah strategis Pemprov Sultra untuk
mencegah potensi korupsi di tingkat desa. Korupsi yang melibatkan kepala desa
atau perangkatnya dinilai dapat menghambat pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa.


https://www.sultranet.com/pencegahan-korupsi-di-desa-pemprov-sultra-gelar-lokakarya-desa-antikorupsi-2024/
https://www.sultranet.com/pencegahan-korupsi-di-desa-pemprov-sultra-gelar-lokakarya-desa-antikorupsi-2024/

“Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dari lokakarya ini dapat diterapkan
di wilayah masing-masing, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang tersandung
kasus korupsi,” pesannya.

Lokakarya tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara
pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam menciptakan tata kelola
keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Sekda Sultra juga mengajak
semua pihak, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi pengelolaan
keuangan desa demi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju dan bebas
korupsi.

Acara ini turut dihadiri Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kepala
BPKP Perwakilan Sultra, Kepala Dinas PMD Sultra, Inspektur Daerah Sultra,
serta perwakilan dari dinas dan kepala desa se-Sultra. Lokakarya ini menjadi
langkah nyata pemerintah dalam mendukung visi nasional membangun desa
sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa.

Pemprov Sultra Gelar Rakor
Investasi PLTN untuk Dukung
Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (18/11/2024) untuk
membahas rencana investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Sultra.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dibuka oleh
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan
dihadiri oleh delegasi Federasi Rusia serta sejumlah pejabat daerah.

Delegasi Rusia dipimpin oleh Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich
Tolcenov, didampingi oleh Mr. Alexander Masaltsev (Perwakilan Perdagangan
Rusia) dan Anna Belokoneva (Perwakilan Rosatom). Turut hadir dalam pertemuan
ini, Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, serta
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sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra,
perwakilan kabupaten, perguruan tinggi, dan UPTD PLN Persero Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa Sultra memiliki potensi
Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, seperti nikel, emas, dan aspal. Potensi
ini sedang diarahkan untuk hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan
mendukung pembangunan industri berbasis nikel. Asrun menekankan bahwa
hilirisasi industri membutuhkan pasokan energi yang besar, sementara saat ini
pasokan energi di Sultra masih didominasi oleh batu bara (76%), minyak bumi
(19%), dan gas bumi. Sumber energi terbarukan hanya menyumbang 5% dari
total kebutuhan.

“Dengan proyeksi kebutuhan listrik industri pertambangan yang mencapai 4,02
MW, pembangunan PLTN akan menjadi solusi penting untuk menyediakan energi
bersih, stabil, dan efisien,” ungkap Asrun.

Rencana investasi PLTN oleh Rosatom di Sultra tidak hanya bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan energi jangka panjang, tetapi juga untuk mendukung
keberlanjutan energi, ketahanan ekonomi, dan mendukung target global



pengurangan emisi karbon.

Duta Besar Rusia, Sergei Gennadievich Tolcenov, mengapresiasi inisiatif ini
sebagai langkah positif untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia,
yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Ia menekankan pentingnya
kolaborasi di bidang energi dan pengembangan sumber daya manusia, serta
menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden RI terpilih, Prabowo
Subianto, di Moskow pada Juli 2024, telah dibahas peluang kerja sama di bidang
energi nuklir, termasuk transfer teknologi dan pendidikan.

Tolcenov juga menyampaikan bahwa Pemerintah Rusia menawarkan peluang
beasiswa untuk mahasiswa Indonesia, khususnya dari Sultra, guna meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia di bidang energi nuklir.

Sementara itu, Anna Belokoneva, perwakilan Rosatom, menjelaskan bahwa
perusahaannya telah membangun 33 reaktor nuklir skala besar di berbagai
negara, termasuk India, Cina, dan Bangladesh. Rosatom juga menawarkan
teknologi reaktor kecil dengan kapasitas 55 hingga 110 MW yang teruji
keamanannya, termasuk perlindungan dari risiko bencana alam seperti gempa
bumi dan tsunami.

Dr. Ir. Musri Ma’waleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, menegaskan
bahwa pengembangan energi nuklir sejalan dengan kebijakan energi nasional
yang baru, yang menggantikan PP No. 79 Tahun 2014. Energi nuklir
diproyeksikan menjadi bagian dari bauran energi nasional untuk mencapai target
Indonesia pada 2060 untuk mencapai nol emisi karbon.

Rakor ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyerahan cendera
mata dari anggota Dewan Energi Nasional kepada Duta Besar Rusia. Acara ini
diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan investasi PLTN yang
mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan ketahanan energi di Sulawesi
Tenggara.




Jelang Pilkada Pemkab Bombana
Apel Siaga dan Latih Anggota
Satpol PP, Linmas dan Damkar

Bombana, Sulawesi Tenggara — Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy
Suharmanto, M.Si, memimpin Apel Siaga sekaligus membuka secara resmi
Pelatihan Peningkatan Disiplin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas,
dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bombana pada Senin
(18/11/2024). Acara yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Ex MTQ
Bombana ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bombana, Kepala Kantor
Kementerian Agama Bombana, para Asisten dan Staf Ahli Setda Bombana, Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat Rumbia dan Rumbia Tengah.

Apel dimulai dengan pemeriksaan barisan oleh Pj. Bupati Bombana, yang
didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kasat Pol PP Bombana. Barisan peserta
terdiri dari anggota Satpol PP, Linmas, dan Damkar yang akan mengikuti
pelatihan disiplin tersebut.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyoroti peran strategis Satpol
PP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait
pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat.

“Momentum apel akbar dan pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan
pengetahuan, kemampuan, dan kesiapsiagaan personel Satpol PP. Hal ini menjadi
kunci dalam menciptakan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib, khususnya
dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang akan segera
berlangsung,” ujar Edy Suharmanto.

Lebih lanjut, Pj. Bupati menekankan bahwa dalam melaksanakan tugas, dua hal
utama yang harus dijunjung tinggi adalah etika dan estetika. Etika mencerminkan
tata krama dan profesionalisme dalam bertugas, sedangkan estetika berhubungan
dengan penampilan dan kebugaran anggota Satpol PP.

“Etika harus menjadi pedoman saat menjalankan tugas. Sementara estetika
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mencakup bagaimana kita menjaga penampilan, sikap, dan kebugaran saat
melaksanakan tugas sehari-hari,” tambahnya.

Di penghujung sambutannya, Edy Suharmanto memberikan arahan agar seluruh
personel Satpol PP, Linmas, dan Damkar menjadi individu yang tangguh dan
tanggap dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga
mengingatkan pentingnya kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi berbagai dinamika, terutama menjelang Pilkada serentak 2024 di
Kabupaten Bombana.

“Satpol PP harus menjadi agen penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang
profesional, responsif, dan mampu menghadirkan rasa aman di tengah
masyarakat. Selain itu, kewaspadaan dini terhadap berbagai potensi gangguan
selama Pilkada harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Sebagai simbol dimulainya pelatihan, Pj. Bupati menyematkan pita tanda peserta
kepada perwakilan anggota Satpol PP. Penyematan ini menjadi penanda
dimulainya rangkaian kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kedisiplinan peserta.

Pelatihan peningkatan disiplin ini mencakup berbagai materi, mulai dari
penguatan fisik dan mental hingga peningkatan kemampuan teknis dalam
penegakan Perda dan pengelolaan ketertiban umum. Diharapkan, pelatihan ini
dapat menciptakan personel Satpol PP, Linmas, dan Damkar yang lebih
kompeten, tanggap, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan.

Pelaksanaan Apel Siaga dan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen
Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat kelembagaan Satpol PP,
Linmas, dan Damkar sebagai pilar penting penegakan hukum dan pelayanan
masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung
suksesnya Pilkada serentak 2024 di wilayah Bombana.

Dengan semangat kebersamaan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pj.
Bupati Edy Suharmanto optimistis pelatihan ini dapat meningkatkan
profesionalisme aparat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja Satpol PP, Linmas, dan Damkar.

“Semoga pelatihan ini membawa dampak positif dalam meningkatkan kapasitas
kita semua untuk bersama-sama menciptakan Bombana yang lebih aman,



tenteram, dan sejahtera,” tutup Edy Suharmanto.

Sulawesi Tenggara Resmi Tuan
Rumah Pra Popnas Zona IV 2024

Kendari, sultranet.com - Pra Popnas (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) Zona IV
2024 resmi dibuka pada Minggu malam (17/11/2024) di Hotel Claro Kendari.
Acara pembukaan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang
mewakili Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, serta perwakilan dari
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dr. M. Aziz Arianto, Ketua DPRD Provinsi
Sultra, Forkopimda Sultra, dan sejumlah kepala daerah serta kontingen dari tujuh
provinsi peserta.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sultra, La
Ode Hidayat, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang
seleksi dan evaluasi bagi atlet muda dari delapan cabang olahraga. Pra Popnas ini
juga menjadi langkah awal menuju Popnas ke-17 tahun 2025 yang akan
berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Melalui ajang ini, para atlet
akan berlomba memperebutkan medali emas, perak, dan perunggu, sekaligus
mempererat persatuan antar pelajar di seluruh Indonesia.

Pra Popnas Zona IV 2024 diikuti oleh tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur,
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Barat, dan tuan rumah Sulawesi Tenggara, yang mengirimkan
168 peserta. Kegiatan ini mempertandingkan delapan cabang olahraga, yakni
bola basket, bola voli, bulu tangkis, pencak silat, sepak takraw, sepak bola, tinju,
dan teknis lapangan. Pertandingan akan diselenggarakan di berbagai lokasi di
Kota Kendari, seperti GOR Eks Koni Sultra untuk bola basket, GOR Sport Center
Universitas Haluoleo untuk sepak takraw, dan beberapa tempat lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. M. Aziz Arianto menekankan pentingnya ajang ini
sebagai sarana persiapan menuju Popnas 2025. Ia berharap kegiatan ini akan
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melahirkan atlet-atlet potensial yang siap dibina lebih lanjut melalui Pemusatan
Latihan Nasional (Pelatnas) dengan tujuan utama mengharumkan nama bangsa di
ajang Olimpiade.

JANJI ATLET

“ATAS NAMA SELURUH ATLET, KAMI BERJANJI
AKAN [KUT DALAM PRA PEKAN OLAHRAGA =
PELAJAR NASIONAL ZONA IV = — |
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024, =

DALAM SUASANA PERSAHABATAN,

DENGAN JIWA MUR
DENGAN MENGINDAHKAN 38
YANG TELAH DAN AKA}
HASRAT UNTUK BERLO
YANG SEJATI, UNTU
KEHORMATAN DAN K/t

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, dalam sambutannya
mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara ini dan menyambut
hangat seluruh peserta. “Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga
kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan saling mengenal antarbudaya,”
ujarnya.

Dalam pesan yang disampaikan oleh Sekda atas nama Pj. Gubernur Sultra,
disampaikan beberapa arahan penting untuk kelancaran acara, termasuk
memastikan kesiapan sarana dan prasarana, koordinasi yang baik antara panitia
dan aparat keamanan, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ia juga
mengingatkan untuk melakukan evaluasi pasca acara guna memperbaiki
kekurangan di masa mendatang.

Dengan tema “Berprestasi untuk Negeri,” Pra Popnas Zona IV 2024 diharapkan
dapat menjadi titik awal bagi atlet muda untuk meraih prestasi di tingkat nasional
dan internasional. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 24 November 2024 di
Kota Kendari, Bumi Anoa.



KPU Bombana Gelar Bimtek dan
Simulasi Pemungutan Swuara
Pilkada 2024

Bombana, sultranet.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana
menunjukkan komitmen penuh dalam memastikan suksesnya penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024 dengan menggelar Bimbingan
Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara, Simulasi Pungut Hitung,
serta pelatihan penggunaan aplikasi Sirekap. Kegiatan tersebut dilaksanakan
pada Minggu (17/11/2024) di Gedung Tanduale, Bombana, dan dihadiri para
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari
empat daerah pemilihan (Dapil).

Kegiatan ini tertuang dalam Surat Undangan Nomor: 450/PP.02.2-
Und/7406/2/2024, tertanggal 16 November 2024, dan dimulai pukul 09.00 WITA.
Peserta meliputi Ketua dan Anggota PPK yang menangani teknis
penyelenggaraan serta aplikasi Sirekap, juga Ketua dan Anggota PPS di setiap
Dapil.

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, membuka acara dengan
memberikan arahan sekaligus motivasi kepada peserta. “Waktu tinggal 10 hari
menuju hari pemungutan suara. Ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi
bekal penting untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar pada 27 November
nanti,” ujar Hasdin.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan semua pihak dalam
menghadapi tantangan di lapangan. “Kadang teori tidak selalu sejalan dengan
praktik. Oleh karena itu, mari kita terus berdiskusi dan aktif di grup koordinasi
masing-masing,” tambahnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
dipandu oleh Desy Arisandi, Anggota KPU Bombana Divisi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu. Sesi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi
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kendala di lapangan serta mencari solusi bersama.

Beberapa peserta aktif mengajukan pertanyaan, salah satunya adalah Risdal,
Ketua PPK Poleang Selatan, yang menyoroti aturan dalam PKPU 17, khususnya
Pasal 25 ayat 1 huruf b, terkait hak pilih penyandang disabilitas. “Pemilih yang
tidak memiliki tangan tetap dapat mencoblos dengan bantuan pendamping sesuai
aturan,” jelas Desy.

Pertanyaan lain diajukan oleh Andri, PPK Divisi Teknis dari Kecamatan Rarowatu
Utara, mengenai mekanisme bagi pemilih tuna aksara. “Pemilih yang buta aksara
dapat menggunakan pendamping sesuai prosedur. Namun, untuk tuna daksa,
surat suara telah dilengkapi gambar dan angka sehingga pendampingan tidak
diperlukan,” tambahnya.

Aminuddin, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, memberikan
pemahaman tentang aspek hukum dalam pelaksanaan Pilkada. la menekankan
pentingnya mempelajari aturan yang relevan untuk meminimalkan potensi
sengketa. “TPS lokasi khusus memang tidak ada di Bombana, tetapi
memahaminya sebagai tambahan pengetahuan tentu sangat baik,” ujarnya.

Pada sore harinya, sesi pelatihan aplikasi Sirekap dipimpin oleh Dasril, Anggota
KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, didampingi Bachtiar Laji, Kasubbag
Perencanaan, Data, dan Informasi. Materi ini bertujuan untuk memperkuat
pemahaman peserta dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung kelancaran
proses rekapitulasi suara.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 17.00 WITA ini berjalan lancar. Para
peserta mengapresiasi langkah KPU dalam memberikan pembekalan menyeluruh
menjelang hari pemungutan suara. Sebagian peserta melanjutkan kegiatan ke
Kantor KPU Bombana untuk mengambil seminar kit sebagai bagian dari
persiapan.

Dengan semangat dan persiapan matang, KPU Bombana optimistis mampu
menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan lancar dan sesuai aturan.



